
BUPATI BANGKA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
NOMOR  4  TAHUN  2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI BAGIAN 

DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  dan  fungsi 
pemerintahan  dan  untuk  meningkatkan  keterpaduan  pelayanan 
masyarakat  di  bidang  perizinan  yang  bersifat  lintas  sektoral 
sebagai  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  dan  tugas 
pemerintah umum lainnya,  pemerintah daerah dapat  membentuk 
Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat Daerah;

b. bahwa  agar  pelayanan  pemberian  perizinan  dapat  berjalan 
dengan  baik,  cepat,  profesional  dan  bertanggung  jawab,  perlu 
membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang 
dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada  ketentuan  yang  diatur 
dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang 
Organisasi  Perangkat  Daerah,  serta  Peraturan  Menteri  Dalam 
Negeri  Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam 
huruf  a  dan huruf  b,  perlu  membentuk  Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu  Satu  Pintu  Sebagai  Bagian  dari  Perangkat  Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok 
Kepegawaian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041), sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun  1999  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890);
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2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2000  tentang  Pembentukan 
Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2000  Nomor  217,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268);

4. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana  telah  beberapa  diubah  terakhir   dengan  Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  atas 
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Wewenang 
Pengangkatan,  pemindahan,  pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2004  tentang  Pembinaan 
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor  142,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

9. Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun 2007  tentang  Pembagian 
Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Organisasi 
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2007  Nomor  89  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4741);
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11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin 
Pegawai Negeri  Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010  Nomor  74  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5135);

12.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  24  Tahun  2006  tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  57  Tahun  2007  tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2008  tentang 
Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelayanan  Perizinan 
Terpadu di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PEMBENTUKAN  ORGANISASI 
DAN  TATA  KERJA KANTOR PELAYANAN  PERIZINAN  TERPADU 
SATU  PINTU  SEBAGAI  BAGIAN  DARI  PERANGKAT  DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah  adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  beserta  Perangkat  Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  di  singkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah.

5. Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Bangka 
Tengah.

6. Lembaga Lain adalah Lembaga yang menjadi Bagian dari Perangkat 
Daerah  yang  tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  Pelaksana 
Peraturan  Perundang-undangan  dan  tugas  Pemerintahan  Umum 
lainnya.
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7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di 
singkat  KPPTSP  adalah  Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu 
Kabupaten Bangka Tengah.

8. Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  yang  selanjutnya  di  singkat  PTSP 
adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan 
yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 
lembaga lain atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan 
non  perizinan  yang  proses  pengelolahannya  di  mulai  dari  tahap 
permohonan  sampai  dengan  tahap  terbitnya  dokumen  yang 
dilakukan dalam satu tempat.

9. Jabatan  Fungsional  adalah  kedudukan  yang  menunjukan  tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam  suatu  organisasi  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya 
didasarkan  pada  keahlian  dan/atau  keterampilan  tertentu  serta 
bersifat mandiri.

10.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan  Peraturan  Daerah  ini  dibentuk  Kantor  Pelayanan  Perizinan 
Terpadu  Satu  Pintu  Sebagai  Bagian  dari  Perangkat  Daerah  di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, KEWENANGAN 

SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) KPPTSP  merupakan  unsur  penunjang  tugas 
Bupati di bidang pelayanan perizinan  secara terpadu.

(2) KPPTSP yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala 
Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

KPPTSP mempunyai  tugas  melaksanakan  koordinasi  dan 
menyelenggarakan  pelayanan  administrasi  dibidang  perizinan  secara 
terpadu  dengan  prinsip  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi,  simplifikasi, 
keamanan dan kepastian.
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Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
KPPTSP menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan program KPPTSP;
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
c.pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
d. pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan;
e.pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan
f. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai  dengan 

tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 6

Kepala  KPPTSP  mempunyai  kewenangan  untuk  menandatangani 
perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari 
Bupati yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi KPPTSP, terdiri atas:
a. 1 (satu) Kepala Kantor;
b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
c. 3 (tiga) Seksi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi KPPTSP, sebagaimana tercantum pada 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
Daerah ini.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1)  huruf  b,  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan  urusan 
keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah 
tangga.

(2) Sub  Bagian  Tata  Usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), 
dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Sub  Bagian  yang  pelaksanaan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala KPPTSP.
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